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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugatantara:
Risnawati Djasmin M. Pokay binti Djasmin M. Pokay, tempat tanggal lahir,
Boyantongo, 26 Juli 1985 , umur 33 Tahun, agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Urt, Bertempat tinggal di Jl
Trans Sulawesi Rt005/Rw.003 Desa Boyantongo,
Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong,
sebagai Penggugat;
melawan

Narwin Menday bin Nahir Mendai, tempat tanggal lahir Tombi 31-12-1985,
umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di JI  Trans Sulawesi
Rt.005/Rw.003 Desa Boyantongo, Kec. Parigi Selatan,
Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23
Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi,
Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Prgi, tanggal 23 Agustus 2018 telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal 29-03-2003, Penggugatdan Tergugat melangsungkan
pernihakan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Parigi, sebagaimana tercantum dalam Buku / Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor 262/03/V11/2011 tertanggal 12-07-2011;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat selama 7 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah
dikediaman milik bersama sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
6 (enam) orang anak bernama :

- Rinandi Aditya Menday, Umur 14 Tahun;

- Saskia Adia Menday, Umur 10 Tahun

- Alm Upin

- Almlpn

- Alm Apin

- Arul Efansyah Menday, umur 1 tahun 1 bulan

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

1) KDRT;

2) Tergugat sering minum-minuman keras;

3) Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;

4) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwasaatini Penggugatdan Tergugat masih tinggal serumah dan masih
tinggal 1 ranjang;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah
tangga Penggugatdan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Termgugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulitdipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga;
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8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Narwin Menday bin Nahir
Mendai) kepada Penggugat (Risnawati Djasmin M. Pokay binti Djasmin
M. Pokay ) ;

3. Membebankan biaya perkara menuruthukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/lkuasanya
meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Prgi
Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut
sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh
alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim disetiap kali persidangan telah berusaha
menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai
dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan
mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam
persidangan tertutup untuk umum dengan perbaikan pada posita noor5 bahwa
sejak Penggugat mendaftarkan gugatan ini tanggal 23 Agustus 2018 antara
Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama, selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan atau jawabannya di karenakan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor
Akta Nikah 262/03/VII/2011 tertanggal 12 Juli 2011, yang diterbitkan oleh PPN
Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi
Sulawesi Tengah, telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dengan
aslinya, bermeterai cukup dan di stempel pos kemudian oleh Majelis Hakim
diberi tanda bukti (P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan
bukti saksi 2 orang dimana keterangan saksi-saksi tersebut juga diambil
sebagai keterangan keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, masing-
masing bernama:

1. Awalia binti Duhu, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, tempat tinggal di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan,
Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah

menikah padatahun 2003;

- Bahwa setelah menikah Penggugatdan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat sampai berpisah;

- BahwaPenggugatdan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, bermain

judi, main perempuan dan Tergugat sering memukul Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Agustus tahun 2018, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman
bersama;

- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan dengan
menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Ulfiana binti Djasmin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer,
tempat tinggal di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan,
Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada

tahun 2003;

- Bahwa setelah menikah Penggugatdan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat sampai berpisah;

- BahwaPenggugatdan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, berjudi
main perempuan dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Agustus tahun 2018, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman
bersama;

- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak

berhasil;
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Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat
menyatakan tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi, dan menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan
dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah
sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk
tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49
ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Parigi, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/lkuasanya meskipun Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak
hadirannya tersebuttidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum
maka gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugatdan kembali

membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat
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(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, proses mediasi tidak
dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan
tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana posita gugatan
Penggugatyang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT
kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat
sering selingkuh dengan wanita lain. Puncak keretakan hubungan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 23 Agustus 2018 yang
akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, pihak keluarga
sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
Atas kejadian tersebut Penggugat merasa perceraian merupakan alternatif
terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat
tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat
telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah

mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini
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adalah perkara perceraian dimana pengakuan semata belumlah cukup
dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai
pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus
membuktikan maka Penggugattetap dibebani waijib bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) yang diajukan
Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan
aslinya serta telah dinazegelen, bukti tersebut merupakan akta otentik karena
diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta
menerangkan peristiwa pernikahan Penggugatdan Tergugat, maka hal ini telah
sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Penggugat tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Penggugatterbukti dan
dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan
yang sah oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan
gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P, Penggugat pula mengajukan
bukti berupa saksi 2 orang, namun sebelumnya Majelis Hakim perlu
menerangkan bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam sehingga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga
serta orang-orang yang dekat dengan Penggugatdan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan
orang lain untuk didengar keterangannya sebagai pihak keluarga/orang yang
dekat dengan Penggugat dan Tergugat maka keterangan kedua saksi
Penggugat tersebut sekaligus pula sebagai keterangan keluarga/orang yang
dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan
pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat adalah
ibu kandung Penggugat sedangkan menurut Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut
merupakan orang yang dilarang sebagai saksi, namun oleh karena Penggugat

telah menyatakan bahwa tidak ada bukti saksi lain selain ibu kandungnya
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tersebut maka sesuai petunjuk SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29
Desember 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi
Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 R.Bg tersebut di simpangi dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugatbukanlah
orang yang dilarang sebagai saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan
Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut memberikan keterangan di muka persidangan
dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan
sudah sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga
dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar
keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan
dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan
Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun lalu berpisah tempat
tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,
dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Penggugat dan Tergugat
sementara upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta
berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan
oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebuttelah bersesuaian antara satu
dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah
mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikuatkan
dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim
menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada
tanggal 29 Maret 2003 telah hidup ruku sebagaimana layaknya suami isteri
dan telah dikaruniai anak 3 orang;

- Bahwasemularumah tangga Penggugatdan Tergugatrukun dan harmonis

namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering
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terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan
karena Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, main perempuan
dan melakuka KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Tergugat
yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang
persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugatnamun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara
mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum
sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga,
perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim
akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan
menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri
sah menikah pada tanggal 29 Maret 2003 adalah fakta yang menunjukkan
bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat masih
terikat sebagai suamiisteri sah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras,
berjudi, main perempuan dan melakuka KDRT terhadap Penggugat adalah
fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugattelah
berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang,
menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus
menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati
Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat
namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan
perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan
Tergugat namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa
unsur keempattelah terpenuhi di manatidak ada harapan bagi Penggugat dan
Tergugat untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan
unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan
keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena salah satu atau
masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami
isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat,
upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap
kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Penggugat dan
Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan
suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar
berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, in casu

Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22
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Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena
perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi
untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini
telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencitai, hormat menghormati
sebagaimanayang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami
isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta
mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang
dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tida k
akan mungkin lagi dapatterwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian
dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan
penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan
mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat
ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang yang telah

diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi:
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Al o Wl agle 3l Lea 5 3 A 53l A ) 2o XLEIN)

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada

suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak

satu”;

oleh karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai

pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
hukumsyara™ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’'in shugra Tergugat (Narwin Menday bin Nahir
Menday) kepada Penggugat (Risnawati Djasmin M. Pokay binti Djasmin M.
Pokay);

4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 2 Muharram 1440 Hijriah oleh kami, Zuhairah Zunnurain, S.H.l.,
sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A., dan Muhammad Husni, Lc,
masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk

umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Bulgis, S.Ag.,
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sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis,
Zuhairah Zunnurain, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Bulgis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya pendaftaran Rp  30.000,-

2. Biaya proses Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp 330.000,-
4. Biaya redaksi Rp 5.000,-
5. Materai Rp 6.000,-
Jumlah 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)
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